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ABSTRAK

Era new normal adalah rencana pemerintah dalam mempercepat penanganan kasus covid-19
yaitu dengan menuju kenormalan baru. Dalam aspek kesehatan pemerintah telah
mengumumkan  rencana  untuk  mengimplementasikan new  normal  dengan
mempertimbangkan studi epistimologi dan kesiapan regional. Rumusan masalah yang
dibahas sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi pemerintahan daerah dalam bidang
kesehatan di era new normal? 2. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dalam
bidang kesehatan di era new normal? Penelitian ini merupakan jenis penelitian Empiris,
menggunakan pendekatan perundang-undangan, buku, catatan kuliah, serta menggunakan
metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Pemerintah
daerah kota Palembang dalam era new normal masih harus lebih merata dalam melakukan
penyuluhan terkait covid-19, 2. Pemerintah daerah kota Palembang masih harus memberikan
pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat agar dapat terciptanya pelayanan
publik di bidang kesehatan yang ideal. Maka dari itu dibutuhkan komitmen dan keterlibatan
semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, New Normal
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai
kekuasaan dan lembaga yang mengurusi masalah kenegaraan dan kesejahteraan
rakyat dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas
sekaligus mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka terbitlah Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.® Kehadiran
Undang-undang yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksud untuk menciptakan hukum,

mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, memberikan perlindungan hukum

! pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).



kepada masyarakat dan apartur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum
pemerintah yang baik.

Menurut Undang-undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, Dalam pengertian-nya Asas-asas Umum Pemerintahan yang (AUPB)
merupakan sebuah prinsip yang diterapkan oleh setiap pemegang wewenang atau
pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang nya tersebut juga dalam
mengeluarkan keuputusan serta melakukan tindakan-tindakan dalam penyelenggaraan
pemerintah. Peran Pemerintahan daerah dalam peningkatan pelayanan kesehatan
dilihat dari instrumen kebijakan yang dipakai pemerintahan daerah.

Penggunaan instrumen ini terlihat dari besarnya peran pemerintah dalam
pelayanan kesehatan tanpa campuran tangan swasta. Faktor pendukungnya terdiri
dari: dukungan penuh pembiayaan fasilitas medis dan biaya oprasional rumah sakit,
aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan dan kunjungan pasien yang terus
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kondisi dunia sekarang yang tengah menghadapi suatu musibah massal yaitu
Covid-19 Pemerintah Indonesia harus lebih tangkas dalam menghadapi problema
pada saat ini, terkhususnya pada bidang kesehatan. Covid-19 adalah penyakit yang
disebabkan oleh virus servere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-
2), Covid-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang
ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.’

Berdasarkan laman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Untuk

saat ini tertanggal 02-03-2020 jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah berjumlah

2 Fajarina  Nurin, Corona virus: Definisi, penyebaran, hingga pencegahan, 2020,

https://hellosehat.com/coronavirus/coronavirus-adalah/ (diakses pada tanggal 15 November 2020). /


https://hellosehat.com/author/nurin/

total 153 ribu kasus.® Dan pada Sumatra Selatan saat ini total kasus terus bertambah
terkhususnya pada kota Palembang yang saat ini telah menginjak status new normal
yang sebelumnya telah melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar atau lebih akrab di
sebut (PSBB), Data rekapitulasi hingga Senin (26/4/2021), secara keseluruhan di Kota
Palembang untuk kasus terkonfirmasi positif Covid-19 menjadi 10.045 orang.
Sementara untuk kasus konfirmasi suspek 27.540 orang, probable 157 orang, sembuh
8.860 orang, dan meninggal 436 orang.* Dari sinilah telah terlihat berbagai upaya
pemerintah yang sangat bersusah payah dalam menangani wabah ini mulai dari
penyediaan kelengkapan dan perlengkapan perlindungan tubuh yaitu alat pelindung
diri, alat-alat Kesehatan dan peralatan medis yang sangat diperlukan oleh tenaga
medis pada saat ini.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang
penetapan Bencana Non alam penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) di
daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan
Pemerintah Pusat. New Normal atau Kenormalan baru adalah seperti dengan tetap
menerapkan jaga jarak, lalu seringnya membersihkan bagian tubuh yang gampang
terjangkit virus corona contohnya mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker
dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu kasus Pelanggaran/Kelalaian Standar Oprasional Pelayanan (SOP)
yang dilakukan oleh oknum tenaga medis kota Palembang, “Seorang Laki-laki inisial

M (26 th) yang bekerja sebagai petugas kesehatan di Palembang dengan berdomisili di

* Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kasus COVID-19 Bertambah 4 Ribu Lebih, 2020,
https://www.kemkes.go.id/article/view/20092100002/kasus-covid-19-bertambah-4-ribu-lebih.html (diakses pada
tanggal 27 april 2021)

* Dede Febriansyah, 14 Kecamatan di Palembang Zona Merah Covid-19, inewsSumsel.id, 2021.
https://sumsel.inews.id/berita/14-kecamatan-di-palembang-zona-merah-covid-19/2 (diakses padatanggal 4 Mei
2021)

® Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang penetapan Bencana Non
Alam



kelurahan Sukajadi dinyatakan positif Corona, meski tidak menujukan gejala (OTG)”.
“Ya, benar saat ini satu lagi bertambah, kondisi fisiknya sehat, laki-laki ini dinyatakan
positif setelah pada 11 April 2020 kontak dengan pasien terkait Covid-19 tanpa
menggunakan APD sesuai standart resmi,” ungkap Juru Bicara Gugus Tugas
percepatan penanganan Covid-19, Banyuasin, Aminuddin, Minggu (19/4) saat
dihubungi SUMEKS.CO.°
New Normal ini tentunya tidak berkaitan dengan Pembatasan Sosial
Bersekala Besar (PSBB). Terkait New Normal ini Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) telah menerbitkan panduan lengkap penerapan New Normal. Kemenkes
menerbitkan Keputusan Menkes dengan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020
Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di tempat Kerja
Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi
Pandemi.
Berikut panduan lengkap new normal dari Kemenkes:
Selama PSBB bagi Tempat Kerja:’
a. Kebijakan Manajemen dalam pencegahan penularan Covid-19
1. Pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbaharui
perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya.
2. Pembentukan Tim penanganan Covid-19 di tempat kerja yang terdiri dari
pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang di

perkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja.

® Julheri, Tenaga Medis di Palembang, Warga Sukajadi positif Covid-19: kasus kontak pasien Tanpa
APD,2020,https://sumeks.co/tenaga-medis-di-palembang-warga-sukajadi-positif-covid-19-kasus-kontak-pasien-
tanpa-apd/ (diakses 9 Oktober 2020)

" keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang
Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran
dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.


https://sumeks.co/tenaga-medis-di-palembang-warga-sukajadi-positif-covid-19-kasus-kontak-pasien-tanpa-apd/
https://sumeks.co/tenaga-medis-di-palembang-warga-sukajadi-positif-covid-19-kasus-kontak-pasien-tanpa-apd/

3. Pekerja diharuskan memberikan laporan setiap adanya kasus yang dicurigai
sebgai Covid-19 seperti gejala-gejala flu yang ada, oleh pimpinan atau
pemberi kerja sebgai kebijaknnya.

4. Jika terjadi sebuah kasus positif Covid-19, penyintas tidak diberikan labeling
yang negatif.

5. Mengikuti peraturan New Normal untuk bekerja melalui media daring.

b. Dalam hal ada pengecualian kerja secara Luring bagi pekerja-pekerja esensial
maka dikaluan PSBB dang protokol sebgai berikut:

1. Pada pintu masuk kantor, tempat tersebut harus menyediakan thermogun
sebagai alat pengecekan sushu tubuh karyawan, lalu sebelum hari kerja para
karyawan harus melakukan pemeriksaan secara mandiri terhadap Covid-19
agar memastikan karyawan yng bekerja secara luring terjaga dan terjamin
terhindar dari Covid-19.

2. Pekerja tidak diperkenankan untuk diberikan waktu yang panjang dalam
bekerja atau lembur oleh tempat-nya bekerja.

3. Untuk Pekerja Shift:

a. Disarankan tempat kerja untuk menggunakan sistem Shift untuk
menghindari pembeludakan karyawan di dalam kantor.

b. Dnegna adanya sistem shift kantor diharuskan membagi dan mengurangi
para karyawan yang merupakan kategori umur diatas 50 tahun

4. Karyawan di wajibkan memakai masker mulai dari perjalanan dari rumah
hingga sampai kekantor.

5. Tempat kerja yang tetap mempekerjakan karyawan dengan sistem luring harus

memperhatikan asupan nutrisi dan vitamin karyawan-karyawan nya dengan



memberikan buah-buahan, sayur-sayuran, bitamin-vitamin, serta memberikan
jam istirahat bagi para pekerja jika memungkinkan.

6. Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat,
a. Higienis dan sanitasi lingkungan kerja

- Kantor harus dipastikan bersih dan disemprot disinfektan® yang
dilakukan secara berkala dengan estimasi waktu 4 jam sekali. Hal-hal
yang utama untuk disemprot adalah gagang pintu serta tangga,
perabotan dan alat-alat kantor, serta fasilitas-fasilitas umum yang ada
di dalam kantor tersebut.

- Kantor harus juga memperhatikan kualitas udara yang ada dengan cara
mengoptimalkan dan memaksimalkan sirkulasi udara serta intensitas
sinar matahari yang masuk kedalam kantor, dan juga memebrikan
pembersihan terhadap filte AC.

b. Sarana cuci tangan

- Kantor diharuskan menyediakn sarana pencucian tangan terhadap
karyawan nya.

- Menempelkan panduan terhadap tempat mencuci tangan

- Memfasilitasi tempat-tempat seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu
lift, dll dengan cairan atau semprotan disinfektan ataupun alkohol
dengan kadar 70%.

c. Physical Distancing (Physical distancing atau pembatasan fisik adalah
salah satu langkah yang disarankan untuk mencegah penyebaran virus

Corona. Tidak hanya saat di luar rumah, pemerintah bahkan menganjurkan

® Ebta setiawan, higienis, 2019, https://kbbi.web.id/higienis (diakses pada tanggal 27 Oktober 2020).



agar cara ini juga dilakukan saat di dalam rumah®) dalam semua aktifitas

kerja. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas

kerja (pengaturan meja kerja/workstation, pengaturan kursi saat di kantin,

dll).

d. Mengampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui
Pola Hidup Sehat dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat
kerja sebagai berikut:

- Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

Memperingati dan mengedukasi para karyawan untuk selalu menjaga
kebersihan tangan dengan cara membesihkannya dnegan sabn ataupun
handsanitizer sebelum melakukan kontak dengan orang lain ataupun
melakukan kegiatan yang lainnya.

- Jika batuk, lakukanlan etuka saat batuk dengan cara menutup hidung
serta mulut dengan lengan bagian dalam serta jika dalam menutup
batuk atau pilek tersebut menggunakan tisu maka buang lah tisu
tersbeut ditempat yang telah disediakan dan kemudian cucilah tangan
dengan air yang mengalir.

- Sebelum bekerja dianjurkan untuk melakukan olahraga terlebih dahulu.

- Makan makanan dengan gizi seimbang

- Tidak menggunakan alat peribadi secara individu saja tanpa membagi
atau meminjamkannya kepada orang lain.

c. Sosialisasi dan Edukasi pekerja mengenai Covid-19
1. Para pekerja diberikan edukasi secara berkelanjutan bahkan keluarga

nya pun juga harus dinberikan pemahamahan terkait bahaya nya virus

°Kevin Adrian, Terapkan Physical Distancing Saat Ini Juga!, 2020,
https//www.alodokter.com/terapkan-physical-distancing-saat-ini-juga (diakses pada tanggal 15 November 2020)



covid-19 ini, dengna demikian para pekerja serta keluarga nya dapat
melakukan tindakan pencegahan dan promotif untuk mengantisipasi
penyebran penyakit, beserta tidak merasa cemas berlebihan oleh

karena informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

. Materi edukasi yang dapat diberikan:

Penyebab COVID-19 dan cara pencgahannya

Mengenali gejala awal penyakit dan tindakannya yang harus dilakukan
saat gejala timbul

Praktek PHBS seperti praktek mencuci tangan yang benar, etika batuk
Alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan

Metode edukasi yang dapat dilakukan: pemasangan banner, pamflet,

majalah dinding.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya

secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: Implementasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Kesehatan Di Era New Normal.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini telah merumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1.

Bagaimana implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang
kesehatan di era new normal?
Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dalam bidang kesehatan di

era new normal?

2. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan di atas, maka dengan ini tujuan

penelitian adalah sebagai berikut:



1. Untuk menganalisis dan merumuskan bagaimana implementasi penyelenggaraan
pemerintah daerah dalam bidang kesehatan di era new normal

2. Untuk menganalisis dan merumuskan penyelenggaraan pemerintahan yang ideal
dalam bidang kesehatan di era new normal

3. Manfaat Penelitian
Melalui hasil dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat,

antara lain:

a) Manfaat Teoritis :

1. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa hukum sebagai
materi pembelajaran mengenai pelayanan publik di bidang kesehatan khusus
nya pada saat masa pandemi Covid-19 ini

2. Lebih dari itu penelitin ini dapat dijadikan sebagai patokan / pondasi terhadap
penelitian ilmu hukum selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan minat dari
penulis yang berkaitan dengan pelayanan publik bidang kesehatan.

b) Manfaat Praktis

1. Dengan adanya penulisan ini saya berharap akan bisa menjadi literasi/bacaan
untuk masyarakat ataupun praktisi hukum agar dapat mengetahui apa-apa saja
yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam mengatasi wabah Covid-19 ini
di Indonesia terkhususnya di Kota Palembang, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan.

2. Dimaksud untuk dapat memberikan masukan kepada pihak Instansi selaku
Dinas Kesehatan/Rumah Sakit serta instansi manapun yang terkait dalam
pelaksanaan pelayanan publik di bidang kesehatan kota Palembang pada saat

pandemi Covid-19 ini.
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4. Ruang Lingkup

Untuk memperjelas pembahasan dan permasalahan yang diteliti dalam
skripsi ini, maka ruang lingkupnya akan di perkecil yakni mengenai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesehatan di era new normal dan
apa-apa saja kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani covid-19 ini
pada masa new normal khususnya di kota Palembang. Dengan menggunakan
beberapa teori yang akan penulis pakai pada skripsi ini seperti teori Good
Governance yang akan menjelaskan mengenai perpaduan antara prinsip demokrasi
yang menekankan kepada ketertiban. Yang mana teori ini juga menekankan tujuan
tata kepemerintahan yang baik agar tercapainya suatu kondisi pemerintahan yang
dapat menjamin kepentingan/pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan
kerjasama antar semua komponen (negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga
masyarakat, dan pihak swasta).

Teori Kewenangan merupakan salah satu teori yang akan penulis pakai dalam
penelitian skripsi ini yang mana teori ini menjelaskan bagaimana pemerintahan
menggunakan hak dan kekuasaan nya untuk melakukan suatu tindakan,
penyelenggaraan tindakan tersebut tidak sewenang-wenang melainkan melalui
peraturan yang diatur terlebih dahulu di dalam undang-undang. Penulisan skripsi ini
diteliti dengan penelitian lapangan dan kepustakaan.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah dasar dari kumpulan pemikiran yang digunakan untuk
menyusun sebuah penelitian yang tujuannya dapat membantu Penulis dalam
menentukan sebuah tujuan dan arah yang dimaksud, Penulis akan memakai beberapa
teori yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Teori

adalah serangkaian variable yang ditunjukkan untuk menjelaskan atau menerangkan
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gejala spesifik atau proses tertentu terjadi'®, dan suatu teori harus di uji
kebenarannya dengan menghadirkan fakta-fakta yang dapat menunjukkan
ketidakbenarannya. Adapun teori ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang
akan dibahas. Berikut adalah beberapa teori yang akan digunakan®:

1. Teori Kepastian Hukum
Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil
karena pedoman kelakuan itu harus menjunjung suatu tatanan yang dinilai wajar.'?
Kelsen mengatakan bahwa: “hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah
pernyataan yang menekankan aspek ‘“scharusnya” atau das sollen, dengan
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma
adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi
aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku
dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam
hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya
aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.”"?
Pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten, tetap merupakan hasil dari
adanya kepastian hukum, yang dalam prakteknya tidak dapat dipengaruhi oleh

situasi-situasi subjektif dilapangan.Suatu hal yang mencirikian hukum adlaah

kepastian dan keadilan, hal tersebut pasti dan bukan saja menjadi tuntutan moral

193.3.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, Penelitain Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, FE Ul, Jakarta, 1996,
him. 203.

' M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, him .27.

2 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum, Laksbhang Pressindo,
Yogyakarta, 2010, him.59

13 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu hukum, Kencana, Jakarta, 2008, him.158.
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semata, dan tidak adil serta ketidak pastian hukum bukan hanya sekedar cerminan
dari hukum yang buruk.**

“Kepastian hukum mengandung dua pengerrtian, yaitu pertama, adanya
aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh
atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu
individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh
Negara terhadap individu”.*

Kepastian Hukum yang diungkapkan oleh Utrech berasar dari ajaran-jaran
Yuridis-dogmatik yang berdasarkan dari aliran-aliran pemikirn positivis pada dunia
hukum, yang dalam pandagannya hukum adalah suatu ontonom mandi, oleh sebab
para penganut pandangan ini, sebuah hukum hanyalah sekumpulan aturan-aturan.
Pengantu dari aliran ini, suatu tujuan dari hukum tidak lain dari hanya sekedar
memastikan hukum dapat tereujud dengan kepastiannya. Perwujudan dari kepasian
hukum ini adalah sifatnya yang hanya berpedoman kepada aturan hukum, dan hanya
bertujuan sebagai kepastian hukum bukannya untuk mewujudkan keadilan ataupun
kebermanfaatan.

Keadilan marupkan jaminan dari pemberlakuan dari kepastian
hukum.Peraturan-peraturan yang ada haruslah ditaati karna merupakan cerminan
dari norma-norma yang bertujuan untuk memajikan keadilan. Gustav Radbruch
berpendapat bahwa, “keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang
tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus

diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu

4 Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah
Hukum, Jakarta, 2009, hIm.385.

> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,

him.23.
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negara.” Dengan merumuskan bahwa, suatu hukum postitif haruslah ditaatu oleh
setiap orang yang dipayungi nya. Terhadap teori kapstian yang pada dasrnya untuk
mencapat nilai-nilai dari keadilan dan kebahagiaan, Kepastian hukum ini memiliki
relevansi atau hubungan dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada
poin ke-2 karena pada hakekatnya pemerintah haruslah memberikan sebuah
kepastian hukum.

2. Teori Good Governance

Good gorvnance merupakan tata kelola dalam suatu pemerintahan yang
meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi
dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. Prinsif good governance
merupakan suatu perpaduan antara prinsip demokrasi yang menekankan kepada
ketertiban.'® Pada hakekatnya tujuan tata Kepemerintahan yang baik (good
governance)'’ adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin
kepentingan/pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar
semua komponen pelaku (negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga
masyarakat, dan pihak swasta).

Terdapat 14 karakteristik yang dapat terhimpun dari wacana good'® governance,
yaitu:

1. Wawasan kedepan (visionary)

2. Keterbukaan dan Tranparansi (openness and transparency)

3. Partisipasi Masyarakat (participation)

1% Fahmi Yoesmar, Abunawar Basyeban, Mahesa Rani, Rekonsiliasi Demokrasi dan Birokrasi Melalui
Penerapan prinsip good governance, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 1(1), 2012, him 43 103,
https://repository.unsri.ac.id/7990/1/Penelitian_Rekonsiliasi_Demokrasi_dan_Birokrasi_Melalui_Pene.pdf
(diakses pada tanggal 12 November 2020)

" Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018,
him. 137.

18 Joko Widodo, Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era
Desentralisasi  Dan  Otonomi  Daerah,  Surabaya: Insan  Cendekia, 2001, him. 18.
https://scholar.google.co.id/citations?user=er_GAw4AAAAI&hI=id ( diakses pada tanggal 15 November 2020)
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4. Akuntabilitas/Tanggunggugat (accountability)
5. Supremasi Hukum (rule of law)
6. Demokrasi (democracy)
7. Profesionalisme dan Kompetensi (professionalism and competency)
8. Daya Tanggap (responsiveness)
9. Keefisienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness)
10. Desentralisasi (decentralization)
11. Kemitraan dengan Swasta dan Masyarakat (private and civil society
partnership)
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (commitment to discrepancy
reduction)
13. Komitmen pada pasar yang fair (commitment to fair market)
14. Komitmen pada Lingkungan Hidup (commitment to environmental protection)
Krina (2003) menyatakan bahwa tata pemerintahan mencangkup seluruh
mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat
mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban
dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Istilah governance®® tidak
sama dengan government. Ganie-Rochman mengemukakan bahwa konsep
“government” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan
kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep “governance” melibatkan
tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar
pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.
Good governance Yyaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum,

transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada consensus, kesetaraan,

19 Joko Widodo, ibid him .13.
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efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Sedangkan peraturan
pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Prinsip-prinsip kepemilikan yang baik antara
lain: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan
partisipasi, efisiensi dan efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh
seluruh masyarakat. Teori ini memiliki relevansi terhadap rumusan masalah nomor
1, karena dalam menyelenggarakan pemerintahan harus melihat dari 14 karakteristik

yang tercantum dalam teori good governance.

3. Teori Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban otonomi untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesusai dengan peraturan perundang-undangan. Lahirnya otonomi daerah
tersebut memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur dan mengurusi sumber-
sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana
perimbangan, pinjaman daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya, secara
terarah dan sistematis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah.?

Pada Otonomi Daerah terdapat didalamua teori serta asas dan prinsip
kekuasaan dengan kewenagnan yaitu, Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas
pembantuan, kuasaan terseub sama halnya dengan hak dan kedaulatan yang melekat

pada subjek hukum seabgai keweangannya yang tidak dapat dibagi-bagi dan

% Andreas Ronald, Dwi sarmiyatiningsih, Analisis kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi
sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo, Jurnal Bisnis dan Ekonomi,
Vol. 1, No. 1. 2010, hlm, 67.https://www.researchgate.net/publication/279657384_Analisis_Kinerja_Keuanga
n_Pemerintah_Daerah_Kabupaten_Boyolali_Apbd_2008-2010 (diakses 8 Oktober 2020)
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dilimpahkan. Dalam satu negara kesatuan, hanya terdapat satu pemegang keuasaan
dan kewenangan tertinggi pada bidang pemerintahan seperti menetapkan kebijakan
yang perlu yaitu peneritah pusat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki
jumlah pulau yang dominan bnayak dibandingkan negara yang lain, sebab itu konsep
dari otonomi daerah sangat penting dan cocok untuk di terapkan oleh Pemrintahan
Indonesia, tetapi terdapat problematika yaitu bagaimana pada negara yang berbentuk
kesatuan ini meringknkan tugas dari pemerintah pusat yang pada babak akhirnya
mendoring kesehjateraan masyarakat ataupun peningkatan atas kerjamasam untuk
pembangunan antar daerah di NKRI, dan bagaiamana format idel dari konsem
pemerintahan yang baik berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, dalam penetapan asas Desentralisasi, Dekonsenrasi serta Tugas Pembantuan
yang diatur dalam undang-undang tersebut.”* Otonomi daerah harus mengandung
dimensi kebebasan dan kemandirian dalam rangka mengefektifkan pelayanan publik
kepada rakyat daerah. ?’Berkaitan dengan otonomi daerah Bagair Manan
menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian (vrijheid dan
zelfstandighid) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus
sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus

secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan

21 Ahmad Sukarti, Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan peningkatan
Kerjasama Antardaerah, Mimbar, Vol. XXVII, 2012, No. 1, him .29.
https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/337/35 (diakses pada 8 Oktober 2020)

2 Muhammad Syaifuddin, Mada Apriandi Zuhir, Annalisa Yahanan, Febrian, Demokrasi Produk
Hukum Ekonomi Daerah, Tunggal Mandiri, 2009, him. 66.
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pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan
hakekat isi otonomi.?®

Medebewind Atau Zelfbestuur sebagai pemberian kemungkinan kepada
pemerintah/ pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk minta bantuan
kepada pemerintah daerah/ pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar
menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga (daerah yang tingkatannya lebih
atas tersebut). Pemerintahan negara haruslah memlaksanakan policy seabgai
konsekuensi dari Pasal 18 UUD 1945 dalam menyelenggarakan arus pemerintahan
di Indonesia. Sebab itu lah cikal bakal disusunya UU No.5 Tahun 1974 yang
diekstraksi menjadi asas-asas Yyakni Desentralisasi, Dekontralisasi dan Tugas
Pembantuan.

Pasal 1 huruf (g) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa
Tugas Pembantuan adalah: “Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa
dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban
melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang me-

9 24

nugaskan”.

4. Teori Kewenangan
Asas legalitas menjadi prinsip utama dalam setiap Negara hukum. Telah

disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan
kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan

dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh

% Bagir Mann, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-undang
Pelaksananya), Bagian Penerbit Unsika, Karawang, 1993, him. 2.

* Andi Pitono, Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 1, 2012, him 21.
https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/882/875 (diakses pada 15 November 2020)
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Undang-undang. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang,
yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Kewenangan menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata
wenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.”> Sedangkan menurut
para sarjana mengartikan kewenangan, menurut H.D Stoit mengatakan bahwa
“wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan,
yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan oleh subjek
hukum public di dalam hubungan publik”.

Suatu kewenagna yang bersumber dari PerUU secara teoritis didapatkan mealui
tiga mekanisme yaitu, atribusi, mandat, delegasi. Meruntut pada pegnertian atribusi
menurut Hukum Administrasi Belanda atau Algemene Bepalingen van Administratief
Recht (ABAR) “Van attributie van bevoegdheid kan worden gesproken wanner de wet
(in materiele zin) een bepaalde bevoegdheid aan een bepaald organ toekent”.
(Atribusi wewenang dikemukakan bila undang-undang (dalam arti materiil)
menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu).

Delegasi menurut ABAR berarti “pelimpahan wewenang oleh organ
pemerintahan yang telah diberi wewenang kepada organ lainnya yang akan
melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri”.

Mandat, di dalam Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) diartikan sebagai
“pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk
mengambil keputusan atas namanya”. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat, H.D.

Van Wijk dan Willem Konijnenbelt (1995:129) memberikan definisi sebagai berikut:

% Ebta setiawan, wenang, 2019, https://kbbi.web.id/wenang (diakses pada 27 oktober 2020),
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1. Atribusi merupakam wewenang pemerintahan yang diberikan oleh oleh pembuat
undang-undang  terhadap organ  pemerintahan  “toekenning van  een
bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan ”;

2. Delegasi merupakan peberian atau pengalihan suatu wewenang pemerintahan melalui
sautu organ pemerintahan terhadap organ pemerintahan lainnya “overdracht van een
bevoegdheid van het een bestuursorgaan aan een ander”;

3. Mandat merupakan suatu bentuk izin yang diberikan suatu instansi terhadaporgan lain
dengan tujuan melakukan wewenagna nya “een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid
namen hem uitoefenen door een ander”.”® Teori ini memiliki relevansi terhadap
rumusan masalah nomor 1, karena di sini penulis akan melihat bagaimana
kewenangan pemerintah dalam menangani wabah covid-19 yang sedang terjadi.

C. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan skripsi ini adalah
penelitian hukum empiris atau disebut sebagai penelitian hukum indoktriner maupun
penelitian hukum sosiologis. Dapat pula dikaitkan sebagai penelitian lapangan yang
merupakan penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan yang juga
ditunjang dari data kepustakaan yang didapatkan langsung dari Dinas Kesehatan Kota
Palembang sebagai sumber pertama dengan melalui wawancara dan observasi.
Penelitian yuridis empiris dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektifitas
hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum?’

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa pendekatan sebagai

berikut :

% Abdul Rokhim, kewenangan pemerintahan dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state), Vol.
XIX No. 36, 2013, him 3-4. https://www.infodiknas.com//kewenangan-pemerintah (diakses pada tanggal 15
November 2020)

2" Usmawadi, Penulisan llmiah Bidang Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005, him. 19.
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a. Pendekatan Undang-undang (statute approach)

Pendekatan Undang-undang (statute approach) yaitu pendekatan yang
dilakukan dengan menimbang semua undang-undang dan regulasi hukum yang
memiliki kaitan dengan isu hukum yang akan dibahas berdasarkan rumusan
masalah yang kedua yakni Bagaimana implementasi penyelenggaraan pemerintah
daerah dalam bidang kesehatan di era new normal dan Bagaimana
penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dalam bidang kesehatan di era new
normal. Dengan pendekatan ini, Penulis dapat mengetahui kesinambungan antara
peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Penulis juga akan melakukan analisis tentang Pelayanan Kesehatan Palembang
yang di atur dalam Perda No 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Puskesmas dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

b. Penedekatan Analisis

Pendekatan Analisis merupakan suatu metode pendekatan yang merujuk pada
pengklasifikasian data, kemudian dicocokan dengan permasalahan yang ada.
Data-data yang ada dituangkan kedalam suatu rancangan konsep untuk kemudian
dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga pada akhirnya
terdapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan.

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis merupakan suatu metode pendekatan yang merujuk
pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan sosiologis juga
memiliki tiga pendekatan yaitu: (1) pendekatan moral hukum, (2) pendekatan dari

sudut ilmu hukum, dan (3) pendekatan sosiologis hukum
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3. Data dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi dalam
permasalahan ini adalah sebagai berikut :
a. Data Primer
Data Primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama dengan
melalui penelitian lapangan. Adapun data primer diperoleh dengan melakukan

pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan:
a. Kepala Seksi P2PM
b. Seksi Promkes (Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda)

b. Data Hukum Sekunder
Data Sekunder merupakan data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan,
yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan sebagai berikut:
- Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Rl Tahun
No. 144. Jakarta : Sekretariat Negara 2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

%8 pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran RI
Tahun No. 144. Jakarta : Sekretariat Negara
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Lembaran RI Tahun 2014 No. 5601. Jakarta : Sekretariat Negara.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) Sebagai Bencana Nasional

. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2020 tentang
Pedoman Adaptasi Kebiasaan baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman
pada Situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Sumatera
Selatan

Keputusan Menteri kesehatan dengan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020
tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di tempat Kerja
Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada
Situasi Pandemi.

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Lembaran RI Tahun 2016 No. 229 Jakarta :

Sekretariat Negara.

- Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku Hukum

2. Karya ilmiah

3. Jurnal ilmiah
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4. Bahan internet

5. Majalah

6. Koran

8. Pendapat dari kalangan pakar hukum (doktrin hukum) sepanjang relevan dengan

objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang
hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum
sepanjang memuat informasi yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
wawancara terhadap responden atau narasumber untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis serta pengumpulan daa dari stui
kepustakaan yang didapatakan dari Buku-buku, dokumen ataupun literatur serta
jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahn yang dibahas oleh penulis. Terdapat
dua metode dalam penulisan ini yaitu :

a. Studi Kepustakaan melalui data skuder, metode ini melakukan penelitian
kepustakaan atau studi dokumentasi terhadap bahan-bahan seperti Undang-
Undang, Buku, Jurnal yang berhubungan linier dengan permasalahan yang sdeang
diteliti.

b. Studi Lapangan, dilakukan untuk mendapatkan data-data yang mendukung

penelitia dari penulis seperti data-data premier, dokumen, hasil informasi dari
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jawaban narasumber yang dilakukan setelah wawancara dngan pihak Dinas
Kesehatan Kota Palembang yang dilakukan secara struktur dan sistematis.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Kota Palembang
bertempat di JI. Merdeka No. 72, 22 llir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera
Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasari karena penelitian ini membahas mengenai
pelayanan kesehatan di Kota Palembang

6. Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang
suatu permasalahan hukumyang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan
lebih dominan menggunakan cara analisis serta dalam penelitian ini lebih
menonjolkan atau menekankan pada makna dan proses. Tujuan dari pendekatan
kualitatif ini adalah untuk memberikan pemahaman secara lebih rinci dan mendalam
terhadap suatu objek permasalahan (isu hukum) yang dihadapi/ dikaji/ ditangani serta
data-data yang diperoleh dengan pendekatan kualitatif ini adalah data-data yang
berupa hasil observasi dan wawancara yang selanjutnya disusun secara ringkas dan
sistematis sehingga diharapkan dari data tersebut akan muncul suatu kesimpulan yang
menjawab permasalahan dalam penelitian ini sekaligus untuk ditarik suatu
kesimpulan.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan
dengan cara menggunakan cara berfikir deduktif, yakni dengan secara mendasar pada

hal yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan secara khusus.
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